
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR £8 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA INSPEKTORAT KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 T a h u n 2015 tentang Perangkat Daerah, 

ke tentuan mengenai kedudukan , susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah 

d i te tapkan dengan Peratuimn Kepala Daerah; 

bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peratursm Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke tentuan mengenai 

kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja perangkat d£ierah d ia tur dengan Peraturan 

Wal ikota; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi , Serta Tata Kerja Inspektorat Kola Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

Men imbang : a. 

b. 

c. 

Mengingat : 1. 



2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sehagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gorontalo. 

5. Inspektur adalah Inspektur Kota Gorontalo. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menun jukan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l 

da lam rangka menja lankan tugas pokok dan fungsi keahl ian dan 

ketram]oiIan u n t u k mencapai t u j u a n organisasi. 

BAB I I 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Inspektorat berkedudukan d i bawah dan bertanggung ja.wab kepada 

Wal ikota Gorontalo mela lu i Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

(2) Inspektorat d ip imp in oleh Inspektur . 

Pasal 3 

Inspektorat mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas p)emerintahan 

dan pemb£ingunan dib idang pengawasan t:erhadap pelaksanaan u r u s a n 

pemerintahan d i daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

ber laku. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 

Inspektorat menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan program pengawasan, perumusan kebi jakan dan fasil itasi 

pengavrasan; 

b. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan peni la ian tugas p(mgawasan; 

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang 

me l iput i Bidang Apara tur Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang 

Ekono mi dan Pembangunan serta Bidang Aset Daerah; 

d. pelaksanaan pelayanan teknis admin is t ras i dan tata usaha Inspektorat. 
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BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Dinas terd i r i dar i : 

a. Inspektur ; 

b. Sekretariat; 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I ; 

d. Inspektur Pembantu Wilayah I I ; 

e. Inspektur Pembantu Wilayah I I I ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional . 

Pasal 6 

(1) Sekretariat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f b terd ir i d a r i : 

a. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Subbagian Adminis t ras i dan U m u m . 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p imp in oleh 

Sekretaris. 

(3) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b 

d ip imp in oleh Kepala Subbagian. 

Pasal 7 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Inspektorat sebagaimana t e rcantum dalam 

lampi ran yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan (dari Peraturan 

Wal ikota i n i . 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Inspektur 

Pasal 8 

Inspektur mempunya i tugas membantu Wal ikota membina dan mengawasi 

atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 
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Pasal 9 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8, Inspektur 

menyelenggarakan fungsi : 

a. merencanakan program pengawasan atas pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan 

oleh Perangkat Daerah; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas 

pengawasan; 

e. melaksanakan pengawasan interna l terhadap kinerja, keuangan dan 

pengawasan u n t u k t u j u a n te r tentu atas penugasan Wal ikota mela lu i 

audi t , reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Paragraf 1 

Sekretaris 

Pasal 10 

Sekretaris. Inspektorat mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 

pokok Inspektur da lam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan 

member ikan pelayanan admin is t ra t i f d.an fungsional kepada u n s u r 

d i l ingkungan Inspektorat. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 10, 

Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

dan program kerja pengawasan; 

c. melaksanakan pengh impunan, pengelolaan, peni la ian dan peny impanan 

laporan hasi l pengawasan aparat pengav/asan fungsional daerah; 

d. melaksanakan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional; 

e. melaksanakan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian 

penatausahaan proses penanganan pengaduan; 
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f. melaksanakan kesekretariatan yang me l iput i adminis t ras i u m u m , 

kepegawaian, dan keuangan; 

g. melaksanakan konsul tas i , koordinasi dan kerjasama dengan instans i 

terkait u n t u k pen5aisunan perencanaan program pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan serta t indak lan jut hasi l pengawasan; 

h . memonitor ing, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan 

i . melaksanakan tugas la in dar i atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporfin 

Pasal 12 

Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan merapunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris l ingkup perencanaan, 

program kerja, evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12, Kepala 

Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan rencana dan program kerja perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan 

b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan 

fasil itasi; 

c. menyusun anggaran Inspektorat; 

d. meny iapkan peraturan perundang-undangan l ingkup Inspektorat; 

e. melaksanakan inventarisasi has i l pengawasan dan t indak lan jut hasi l 

pengawasan; 

f. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentas ian laporan has i l 

pengawasan; 

g. melaksanakan evaluasi hasi l pengawasan; 

h . melaksanakan penjmsunan laporan hasi l evaluasi at£LS pelaksanaan 

pengawasan; 
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i . melaksanakan penyusunan stat is t ik hasi l pengawasan; 

j . melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 

k. melaksanakan konsul tas i , koordinasi dan kerjasama dengan instans i 

terkait ; 

1. melaporkan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan 

m. melaksanakan tugas la in dar i p imp inan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Adminis t ras i dan U m u m 

Pasal 14 

Kepala Subbagian Admin is t ras i dan U m u m mempunya i tugas melaksanakan 

sebagian tugas pokok Sekretaris l ingkup adminis t ras i dan u m u m . 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14, Kepala 

Subbagian Admin is t ras i dan U m u m menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan rencana dan program kerja admin is t ras i dan u m u m ; 

b. mengelola u r u s a n tata usaha surat menyurat dan kearsipari; 

c. mengelola adminis tras i , inventarisasi , pengkajian, analisis 

pelaporan; 

d. mengelola u r u s a n kepegawaian; 

e. mengelola u r u s a n perlengkapan dan r u m a h tangga; 

f. mengelola u r u s a n keuangan l ingkup inspektorat; 

g. melaksanakan konsul tas i , koordinasi dan kerjasama dengan instans i 

terkait ; 

h . melaporkan pelaksanaan tugas adminis t ras i dan u m u m sehagai bahan 

pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

i . melaksanakan tugas la in dar i atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 
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Bagian Ketiga 

Inspektur Pembantu 

Pasal 16 

Inspektur Pembantu mempunya i tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

pokok Inspektur l ingkup pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan 

pelaksanaan u r u s a n pemer intahan dan kasus pengaduan d i u n i t kerja/SKPD 

sesuai wi layah kerjanya. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16, 

Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi : 

a. pengusulan program pengawasan d i wi la jmh kerjanya; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan d i wi layah kerjanya; 

c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan me l iput i pemeriksaaan, 

pengusutan, penguj ian, peni laian, penjaminan m u t u dan 

konsultasi/advis; 

d. pelaksanaan evaluasi Hasi l Pengawasan; dan 

e. pelaporan t indak lan jut Hasi l Pengawasan. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 18 

Kelompok j aba tan fungsional mempunya i tugas me lakukan kegiatan sesuai 

dengan j aba tan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan pera turan 

perundan g-undangan. 

Pasal 19 

(1) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18, 

t e rd i r i atas j aba tan yang terbagi da lam kelompok j aba tan fungsional 

sesuai dengan bidang keahl iannya. 

(2) Masing-masing kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d ikoord in i r oleh tenaga fungsional t ingkat u t ama a tau 

madjm, yang d i t u n j u k oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin 

u n i t organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) J u m l a h tenaga fungsional d i t en tukan berdasarkan ktsbutuhan dan 

beban kerja. 

(4) Jenis, jenjang dan tugas j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud 

Pada ayat (1) d ia tur berdasarkan ketentuan pera turan perundang-

undangan yang ber laku. 

BAB V I 

TATA KERJA 

Pasal 20 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menyelenggarakan 

koordinasi , integrasi, dan s inkronisasi ba ik d i l ingkungan masing-masing 

m a u p u n antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Kelompok jabatan fungsional dalam l ingkungan Inspektorat wajib 

bertanggung jawab kepada Inspektur secara berjenjang. 

(3) Setiap p imp inan u n i t organisasi da lam l ingkungan Inspektorat 

berkewajiban member ikan pe tun juk , b imbingan dan pengawasan 

pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pelaksana yang berada da lam 

l ingkungan kerjanya. 

Pasal 21 

(1) Inspektur da lam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi jakan yang 

d i te tapkan oleh Wal ikota Gorontalo. 

(2) Inspektur berkewajiban member ikan pe tun juk , membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan satuan kerja d i daerah dan 

interna l Inspektorat. 

Pasal 22 

Perincian Tata Kerja dan Tugas Inspektur , Sekretaris, Inspektur Pembantu, 

Subbagian dan Pejabat Fungsional d ia tur lebih lan jut dengan pera turan 

Inspektur . 

BAB V l l 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 23 

(1) Inspektur merupakan jabatan s t r u k t u r a l eselon l i b a tau j aba tan 

p imp inan t inggi pratama. 
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(2) Sekretaris Inspektorat merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon I l i a a tau 

j aba tan administrator . 

(3) Inspektur Pembantu merupakan j aba tan s t r u k t u r a l ese;lon 111a a tau 

j aba tan administrator . 

(4) Kepala Subbagian j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa atau j aba tan 

pengawas. 

Pasal 24 

Pejabat s t r u k t u r a l pada Inspektorat diangkat dan d iberhent ikan oleh Wal ikota 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

BAB V l l l 

KETENTUAN PER/iLlHAN 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mu la i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jaba tan tetap melaksanakian tugas dan 

fungsinya sampai dengan d ibentuknya j aba tan ba ru dan di£ingkat pejabat 

b a r u berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada sa£it Peraturan Wal ikota i n i m u k i i ber laku, Peraturan Wal ikota 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 2 T a h u n 2008 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Berita 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 12 Seri D) Lampiran 1 dieabut dan 

d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 27 

Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2017. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya da lam Beri ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal ^'^ J#feeGKt,. r|, 2 O I 6 

WALIKOTA GORONTALO,f 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2 7 PeaeEl^er 2016 

Pit. SEKRETARlS^DAEEAHJOirA GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 2 8 



INSPEKTUR 

PEMBANTU 
WILAYAH I 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 28 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
INSPEKTORAT KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT 

SUBBAG 
PROGRAM, EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

SUBBAG 
ADMINISTRASI DAN 

U M U M 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I I 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I I I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

WALIKOTA GORONTALO 1 

ARTEN A. TAHA 


